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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah potensi konsumen 

produk cukup tinggi dilihat dari penduduknya yang pada tahun 2019 telah mencapai 

260 juta jiwa. Potensi ini tentu kemudian dimanfaatkan oleh beragam perusahaan 

yang bergerak di bidang industri maupun jasa untuk memperoleh jumlah konsumen 

sebanyak-banyaknya dalam rangka mencapai nilai target pendapatan. Selain 

memiliki potensi pelanggan yang besar. Indonesia juga memberikan kesempatan 

bagi banyak perusahaan atau entitas produsen ini untuk melakukan go public guna 

memperoleh banyak investor baru yang dapat memberikan manfaat berupa 

bertambahnya kuantitas modal serta membuka peluang bagi perusahaan untuk 

mendapatkan nilai capital gain dari hasil penjualan saham di Bursa Efek Indonesia 

atau BEI. Mengingat perusahaan yang memutuskan untuk menjadi perusahaan go 

public tentunya diperlukan konsistensi dan kemampuan yang tinggi dalam 

memberikan nilai pelaporan kinerja khususnya kinerja keuangan yang transparan 

dan akuntabel bagi para investor maupun stake holder lainnya.  

Dalam menjalankan kegiatan operasional entitas khusunya entitas yang 

melakukan go public, tenutnya kemungkinan terjadinya risiko usaha baik berupa 

risiko keuangan maupun risiko di bidang manajerial akan selalu ada. Maka dari 

sebab tersebut, pihak pemegang saham atau principal dan pihak agency atau jajaran 

direksi dan manajerial harus mengetahui beragam potensi-potensi risiko yang dapat 
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terjadi pada perusahaan yang dilandaskan pada pelaporan kinerja serta evaluasi 

yang dilakukan oleh pihak audit. Dengan adanya pelapora kinerja yang detil 

mencakup pada pelaporan keuangan, manajerial, produksi maupun distribusi, pihak 

pirincipal dan agency dapat saling bersinergi untuk menetapkan keputusan 

manajerial terbaik entitas untuk meminimalkan terjadinya risiko tersebut yang 

dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan (sustainability) entitas itu sendiri. 

Melalui prinsip keterbukaan tersebut maka nilai kepercayaan dan sistem tata kelola 

di dalam entitas yang bersangkutan dapat terjaga dengan baik dan dapat 

berlangsung dalam jangka periode yang panjang.  

Selain dari pihak entitas, dari sisi eksternal yaitu pemerintah Indonesia juga 

memahami betapa pentingnya pengungkapan potensi risiko yang dapat terjadi pada 

sebuah entitas komersial. Untuk mendukung nilai pengungkapan yang konkrit, 

detil, lebih menyeluruh serta menyangkut berbagai macam aspek risiko maka 

diterbitkanlah aturan pengungkapan risiko perusahaan yang tercantum di dalam 

PSAK (60) atau pernyataan standar akuntansi keuangan edisi revisi tahun (2014). 

Segala jenis pengunkapan nilai risiko ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

realisasi dari sistem tata kelola optimal dimana pada konteks ini dinamakan sebagai 

corporate governance. OECD (2014) menjabarkan bahwa optimalisasi good 

corporate governance akan memberikan peluang besar bagi entitas komersial untuk 

meningkatkan nilai kerja sama internal antara para pemangku kepentingan sehingga 

segala jenis keputusan yang diambil, tidak mengandung unsur-unsur kecurangan 

akan tetapi mengedepankan keadilan serta langkah terbaik untuk keberlangsungan 

perusahaan. Realisasi corporate governance yang kuat juga akan meminimalkan 
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risiko terjadinya ketidakpuasan, informasi-informasi asimetris yang dapat 

mengakibatkan perpecahan serta adanya interupsi negatif dari pihak-pihak internal 

entitas yang mengedepankan sikap egois untuk demi kepentingan pribadi.  

Mengingat implementasi GCG merupakan aspek yang krusial dalam 

menjaga keberlangsungan entitas, maka diperlukan adanya sistem pengelolaan 

yang mampu mendukung dan menjaga nilai implementasi GCG di dalam tata kelola 

entitas yang mencakup beragam prinsip penting berupa akuntabel, independen, 

keterbukaan, transparansi serta saling terintegrasi antara keinginan principal dan 

agency sehingga kinerja dan kerja sama internal entitas komersial mampu terjalin 

dengan baik dalam rangka pencapaian target entitas yang memuaskan bagi 

principal dan jajaran direksi manajerial selaku agency (Zarkasyi, 2008). Prinsip-

prinsip GCG entitas yang dioptimalkan juga mengarah pada penyampaian risiko-

risiko potensial yang dapat terjadi pada operasional entitas pada periode jangka 

pendek maupun jangka panjang sehingga realisasi forcasting atau peramalan 

terjadinya risiko di masa mendatang yang didasarkan atas data-data pendukung 

yang valid merupakan hal integratif yang harus dilakukan entitas. Dalam riset ini 

komponen implementatif GCG yang akan dikaji meliputi pemilik usaha (principal), 

dewan komisaris, komite audit, komisaris independen dan satuan komite risk 

management (RMC). 

Berpedoman konkluasi riset Cecasmi dan Samin, (2017) terjabarkan bahwa 

komponen dewan komisaris yang berkualitas akan menaikan nilai penjabaran risiko 

entitas secara lebih detil. Adanya dewan komisaris yang memiliki komitmen dan 

intelektualitas tinggi akan mampu menerapkan sistem pengawasan yang 
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berkesinambungan terhadap jajaran dewan direksi sehingga penjabaran potensi 

risiko entitas menjadi semakin menyeluruh. Analisa riset lain oleh Febryna (2015) 

justru memberikan konklusi oposisi dimana dewan komisaris justru berakibat pada 

penurunan penjabaran risiko entitas. Analisa riset oleh Htay et al (2011) 

menjabarkan dewan komisaris inependen di dalam suatu entitas dengan kuantitas 

yang tinggi mampu menaikan penjabaran nilai risiko yang dapat terjadi pada entitas 

komersial yang bersangkutan. Analisa riset lain oleh Miftakhurrahman (2015) 

mengkonklusikan penjabaran berkebalikan dimana dewan komisaris independen 

dengan kuantitas yang tinggi justru menurunkan potensi penjabaran risiko entitas.  

Analisa riset terkait komponen GCG yaitu komisaris independen oleh Dewi 

(2018) mengkonklusikan jajaran komite audit dengan kualitas dan kuantitas yang 

tinggi memberikan efek berupa kenaikan nilai penjabaran risiko entitas karena 

komte audit yang berkualitas didukung dengan kuantitas yang memadai 

memberikan penjabaran lebih luas mengenai potensi risiko entitas yang mampu 

terungkapkan. Analisa riset lain oleh Suharto dan Siregar (2018) mengkonklusikan 

komite audit kurang memberikan efek terhadap penjabaran risiko entitas karena 

nilai evaluatif sebagaimana yang dimiliki komite audit tidak terealisasi dengan 

optimal.  

Berpedoman konklusi riset oleh Buckby et al (2015) terjabarkan bahwa nilai 

keahlian yang tinggi dari komite audit memberikan efek berupa semakin detilnya 

penjabaran risiko entitas yang direalisasikan. Analisa riset lain oleh Al-Maghzom 

et al (2016) mengkonklusikan komite audit belum mampu memberikan efek 

terhadap peningkatan penjabaran risiko entitas yang dilakukan.  
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Kemudian dari konklusi analisa riset oleh Al-Hadi et al (2016) terjabarkan 

bahwa adanya risk management comitee yang terintegrasi menjadi satu badan 

independen di dalam entitas memberikan efek signifikan terhadap semakin detilnya 

nilai penjabaran risiko entitas yang direalisasikan. Analisa riset lain oleh Lestari 

(2020) mengkonklusikan risk management comitee justru memberikan efek berupa 

penurunan penjabaran potensi risiko entitas. Ditemukannya beragam konklusi 

inkonsisten pada riset terdahulu terkait komponen penyusun GCG ini kemudian 

mendorong ditetapkannya judul riset ini Determinan Pengungkapan Risiko.  

Berpedoman riset sebelumnya (research gap) maka peneliti akan 

menggabungkan riset yang dilakukan Falendro dkk. (2018), Cecasmi dan Samin 

(2017), dan Dewi (2018). Perbedaan dengan riset sebelumnya selain model riset 

juga periode pengamatan 2017-2019 serta menambahkan karakteristik dari dewan 

komisaris yaitu ukuran dewan komisaris. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pengungkapan risiko perusahaan mampu dideterminasi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor berpotensi kuat menjadi determinasi pengungkapan risiko 

adalah ukuran dewan komisaris (Cecasmi dan Samin, 2017), komisaris independen 

(Htay et al, 2011), komite audit (Dewi, 2018), keahlian komite audit (Buckby et al, 

2015), komite manajemen risiko (Al-Hadi et al, 2016), dan ukuran perusahaan 

beserta leverage sebagai variabel kontrol. Berpedoman latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah riset ini mencakup: 
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1. Apakah dewan komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan 

risiko perusahaan? 

2. Apakah komisaris independen yang memiliki latar belakang 

pendidikan akuntansi dan keuangan berpengaruh positif pada 

pengungkapan risiko perusahaan? 

3. Apakah komite audit berpengaruh positif pada pengungkapan risiko 

perusahaan? 

4. Apakah keahlian komite audit berpengaruh positif pada 

pengungkapan risiko perusahaan?                      

5. Apakah komite manajemen risiko berpengaruh positif pada 

pengungkapan risiko perusahaan? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Riset atau penelitian ini ditujukan untuk memperoleh jawaban konkrit dan 

ilmiah terkait rumusan masalah yang ditetapkan sehingga terkonklusi tujuan riset 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris mempengaruhi 

pengungkapan risiko perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah komisaris independen yang memiliki latar 

belakang pendidikan akuntansi dan keuangan mempengaruhi 

pengungkapan risiko perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah komite audit mempengaruhi pengungkapan 

risiko perusahaan. 
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4. Untuk mengetahui apakah keahlian komite audit mempengaruhi 

pengungkapan risiko perusahaan. 

5. Untuk mengetahui apakah komite manajemen risiko mempengaruhi 

pengungkapan risiko perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Aspek Teoritis 

Bagi dunia akademis, riset ini diharapkan berkontribusi dalam 

memberikan penjabaran ilmiah yang terintegrasi antara satu bab dengan 

bab lainnya mengenai pengungkapan risiko perusahaan yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan dan dapat dijadikan masukan dalam 

pengembangan riset selanjutnya dengan model riset yang semakin 

kompleks.  

2) Aspek Praktis 

Ditinjau dari segi praktis diharapkan konklusi riset ini mampu menjadi 

salah satu bahan pertimbangan pihak entitas dalam menentukan 

keputusan manajerial terbaik guna menaikan nilai keterbukaan entitas 

khususnya dalam aspek penjabaran risiko usaha yang lebih detil dan 

menyeluruh. 

 

 


